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BAB V
KESIMPULAN DAN SARAN
A. Kesimpulan
Berdasarkan uraian di atas maka dapat diperoleh kesimpulan sebagai berikut:
1. Bentuk-bentuk dari tindak pidana black campaign pada pemilu adalah berupa menghasut, memfitnah dan juga mengadu domba. Apabila media platform yang digunakan dalam melakukan tindak pidana black campaign itu dengan menggunakan media sosial maka bentuk itu juga dapat berupa penghinaan, pencemaran nama baik dan menyebarkan informasi dengan tujuan menimbulkan rasa kebencian kepada lawan politik.
2. Unsur-unsur tindak pidana kampanye hitam (black champaign) di media sosial adalah harus dilakukan dengan sengaja menyerang kehormatan atau nama baik seseorang dengan menuduhkan suatu hal yang dimaksudkan agar tuduhan itu diketahui oleh umum melalui bentuk tulisan atau gambar dan menyiarkan, mempertunjukkan atau menempelkannya pada publik/umum. Penghinaan dan pencemaran nama baik yang dilakukan melalui jejaring sosial harus berupa pendistribusian, transmisi dan membuat dapat diaksesnya informasi elektronik dan atau dokumen elektronik yang memuat penghinaan dan/atau pencemaran nama baik secara sengaja dan tanpa hak.
3. Pertanggungjawaban pidana pelaku pembuatkampanye hitam (black champaign) di media sosialdapat dijerat dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum dan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik. Pertanggungjawaban pidana dapat bergantung pada bentuk dari tindak pidana black campaign yang dilakukan. Apabila pelaku melakukan black campaign dalam bentuk pencemaran nama baik atau penghinaan maka besaran pidana yang dapat diberikan adalah paling lama 4 (empat) tahun dan/atau denda paling banyak Rp750.000.000,00 (tujuh ratus lima puluh juta rupiah) dan jika dalam bentuk menyebarkan informasi dengan tujuan menimbulkan rasa kebencian kepada lawan politik (individu) sanksi pidana dapat penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).

B. Saran
Berdasarkan kesimpulan yang dikemukakan di atas, maka disarankan hal-hal sebagai berikut:
1. Sebaiknya dilakukan revisi Undang-Undang Pemilu terkait ketentuan pidana dalam tindak pidana black campaign pada pemilu dengan menggunakan media sosial, guna menyesuaikan dengan peraturan perundang-undangan lain yang terkait..
2. Kampanye hitam terjadi karena adanya persaingan yang tidak sehat diantara kubu calon pasangan yang satu dengan kubu calon pasangan yang lainnya, maka Bawaslu sebagai pengawas pemilu harus semaksimal mungkin mengawasi dan menjamin terselenggaranya pemilu yang sehat khususnya mengenai kegiatan kampanye. Apabila terjadi pelanggaran di dalam kampanye dimana pelanggaran tersebut juga merupakan kejahatan di ranah hukum pidana maka kepolisian harus berkomitmen menyelesaikan kasus tersebut sebaik mungkin sebagai rangka ikut serta dalam mewujudkan pesta demokrasi yang bersih di Indonesia.
3. Agar sanksi pidana black campaign yang sekarang pada Undang-Undang Pemilu selain belum mengatur sanksi pada media sosial juga sanksi yang diterapkan dirasa masih terlalu rendah, dengan begitu tidak ada efek jera bagi pelaku tindak pidana black campaign tersebut seharusnya penerapan sanksi pidana yang berat terhadap pelaku tindak pidana black campaign  sehingga memberikan efek jera terhadap pelaku tindak pidana pemilu dan dapat memberikan pembelajaran terhadap masyarakat agar tidak melakukan pelanggaran-pelanggaran dan kecurangan dalam pemilihan umum legislatif.
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